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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHUN  2006   NOMOR   1  SERI  E   
 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 
NOMOR   5   TAHUN 2006 

 
TENTANG 

 
 

PELAYANAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN 

 KOTA BOGOR 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 
Pakuan Kota Bogor merupakan Perusahaan 
Daerah yang menyelenggarakan sistem 
penyediaan air minum di wilayah Kota Bogor; 

 
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor serta 
dalam rangka mencapai MDG (Millenium 
Development Goal) tahun 2015, maka perlu diatur 
hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan air 
minum; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka 
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Bogor Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pelayanan 
Air Minum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Bogor perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali 
dengan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Air 
Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 
Pakuan Kota Bogor; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2901); 

 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 

 
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3193); 
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  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3215); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3699); 

 
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3821); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

  
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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  11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377); 

 
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia          Nomor 4389); 

 
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 

tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 
37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3225); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3866); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 

tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 
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  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  4578); 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air 
Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah 
Air Minum; 

 
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 

Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja 
Perusahaan Daerah Air Minum; 

 
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi 
Perusahaan Daerah Air Minum; 

 
22. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah 

Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak 
Ketiga; 

 
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat 
dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 

 
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 

1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan 
Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air 
Minum; 

 
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 

2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun  2000 
Nomor  5 Seri  D); 
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